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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—

WALIKOTA PAREPARE,

bahwa berdasarkan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan
keuangan daerah perlu ditetapkan Analisis Standar
Belanja  Pemerintah  yang  merupakan  pedoman
penyusunan RKA-SKPD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kota
Parepare Tahun Anggaran 2019;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5679);

7.Peraturan ..............
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN
ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Parepare.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

Walikota adalah Walikota Parepare.
Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.

5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah Penilaian
kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk
melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan
kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Kota Parepare untuk satu tahun
anggaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Analisis Standar Belanja dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan
penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh instansi di
lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare.

Pasal 3

Penyetaraan Analisis Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan
efisiensis biaya dan efektifitas kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran
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BAB III
ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

(1) Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
pedoman penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2019

(2) Penyetaraan kegiatan Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini

(3) Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Dalam hal, terjadi perubahan standarisasi harga barang dan jasa di
lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare, maka akan dilakukan kebijakan
penyesuaian indeks Analisis Standar Belanja yang besarnya ditetapkan oleh
Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Parepare.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

(1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota
Parepare Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Belanja Pemerintah
Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2018 , dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 27 September 2018

WALIKOTA PAREPARE,
ttd
TAUFAN PAWE
Diundangkan di Parepare
pada tanggal 27 September 2018
Pj. SEKERETARIS DAERAH KOTA PAREPARE

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 30



